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Menimbang : a'

Mengingat : 1.

b.

BUPATI KATINGAN

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 18

;A; f"ai" iasal 19 perat,ran Daerah Kabupaten

Katingan t'lo*o, O Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas petaiui-tn Daerah Kabupaten 
-Katingan

Nomor 4 Tahun 2OO8 ientang Organisasi danJata Kerja

sekretriat paerah dan sekietra]iat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ' ag-t lebih

t*,i"v"S""" dan 
--berhasil guna' perlu ditetapkan

Peraturan eupati Katingan tentang 1uS1" Pokok'

Fungsi dan Urai",' t'g"" Sekretariat Dewan Perwakilan

Raklat Daerah KabuPaten Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan

Peraturan BuPati Katingan;

Undang-Undang Nomor 8 T{run Lg74 tentang Pokok-

Pokok r"p"s*:*"i; (Lembaran N9s3ra , 
Reprrblik

i"io"""i" i"ii; igz+ Itio*ot 55' Tambahan-Lembaran'il'"u;opuutit Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah 
-a;G"" 

Undang-Undang . Nomor 43

Tahun Lggg t""t"t J Pembahan Ata" Undang-Undang

Nomor g ranuri Lg74 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun tggg Nomor t6g, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan' -Kabupaten
b;;t;, rabupaien slumara, Kabupaten.Lamandau'

r<*r-.ip"t"tt Ctil.*ttg Mas,- Kabupaten llqg Pisau'

Kabupatet frfr*"g"Raya d3rn Kabupatel Barito Timur

di Provinsi fJirlut ti, Tengah (Irmbaran Negara

n"prtiit Indonesia Tahun 2oO2 nomor L8' Tambahan

LembaranN"g"t"n"publiklndonesiaNomoral80);
Undang-Undang Nomor tT Tatrun 2OO3 tentartg

Keuangan r'll?"t" (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahui 2OO3 itlomot 47, Tafiibahan I''embaran
-Iti"g;" 

Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor .- 
1 Tahun 2OA4 tentang

perbendahara# Negara (Lembaran Negara Reprrblik

Indonesia Tahun zoo+ Nomor 5, Tambahan Lembaran-oi**" 
Republik Indonesia Nomor a355);

2.

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan

Lembara" N;g*" Republik Indonesia Nomor aa38l;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran T"g"u- Republik Indonesia Tahun 2ALL

Nomor 82, Timbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun zAM tentang Aparatur

Sipil N"g*" ii"*b"""-Negara Republik Indonesia

Tahun zoli fro*ot 6, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 5a9al;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAM tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2OL4 Nomor 244' Tambahan

Lembaran *;;; Republik Indonesia Nomor 5587)'

sebagaimu-rrr" 
"t"f"ft di"U*ft dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor - 
23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2015Nomor53,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

g. Peraturan Pemerintah Nomor L6 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri lipil (Lembaran

Negara R"il;iik Indonisia Tahun 1994 Nomor 22'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor LSaTl;

l0.PeraturanPemerintahNomorlooTahun2000Tentang
Pengangk"t"; Pegawai Negeri Sipil 1*1"* Jabatan

struktur"i--il"*f,*"" Negara_ Republik Indonesia

Tahun 2ooo Nomor Lg7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah

diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri sipii 
-a"t** 

Jabatan struktural (Lembaran

Negara nJfublik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 33'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a19il;
ll.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2oo5tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia fth*"' 2005 Nomor 14O' Tambahan

Lembara" N"S"t" Republik Indonesia Nomor a5781;

L2. Peraturan Pemerintah Nomot 79 Tahun 2OOS tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg"tl3l
pemerintah Daerah (Lembiran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165' Tambahan

Lembaran N"g*" Republik Indonesia Nomor a593);

13.PeraturanPemerintahNomor33Tahunzao7tentang
Pemba.gianurusanPemerintahanantaraPemerintah'
PemerintahanDaerahProvinsi,danPemerintahan
Daerah XJ"p"t"n/Kota (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2OOTNomor82,TambahanLembaran
Negara Republik Ind"onesia Nomor a7371;



t6.

L4,

15.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Re[ubfik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47aLl;

peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2AL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2

Tahun 2ol1 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3

Tahun 2008 Tentang Pembagian urusan Pemerintah
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

k"tirrg"r, llembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2OO8 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008

tentang organisasi dan Tata Kerja sekretriat Daerah

dan Jekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2015 Nomor 52);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2o1o
ientang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

n.g.ri"Nomor 57 Tahun 2oo7 tentang Petunjuk Teknis

Peiataan Organisasi Perangkat Daerah;

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK,

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah

Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan
masfarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara

Kesatuan RePublik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Bupati adalah BuPati Katingan;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten Katingan;

5. Sekretaris Dewan adalah sekretaris Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah Kabupaten Katingani r'

17.

Menetapkan :



6. Sekretariat DPRD adalah sekretariat Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah KabuPaten Katingan;

T.KelompokJabatanFungsionaladalahkelompokPegawai
f{"S.ti Sipil ,""* melaksan akan tugas khusus sesuai

deigan keahlian dan kebutuhan;

8. Ketua Kelompok adalah Pimpinan - Kelompok Jabatan

FungsionalsekretariatDewanPerwakilanRakyatDaerah
KabuPaten Katingan;

9. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli yang diangkat 91"1
PimpinanDPRDsebagai-konseptualuntukmengkaji
semua aturan-atur"rr, t"*berikan saran dan pendapat

kepada PimPinan DPRD'

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal2

susunan organsasi sekretariat Dewan Perwailan Rakyat

Daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;

2. Bagian Umum, membawahkan:

a. Sub Bagian Rumah Tangga;

b. Sub Bagian KePegawaian;

c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi'

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan'

membawahkan:

a. Sub Bagian Persidangall dan Risalah;

b. Sub Bagian Perundang-Undangan;

c. Sub Bagian Humas dan Protokol'

4. Bagian Keuangan, membawahkan :

a. sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;

b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;

c. Sub Bagian PelaPoran Keuangan'

S.KelompokJabatanFungsionallTimAhli/TenagaAhli

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
SEKRETRARIAT DPRD

Pasal 3

Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD dalam

melaksanakan irg"" dan kewenangannya yang bera$1

dibawah dan b"r-tu-r,gg*ngiawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. .,z



Dalam
pasal 3,

Pasal 4

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
-S"t 

t"t"tiat DPRD m"mpunyai fungsi :

a. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

i."ti"**a dalam irenyelenggarakan kegiatan

DPRD;

b. Perencanaan, Penyiapan, pengelola'l:. t"t"la'ahan dan

pengkoordinasian p"**u**i' kebijakan Pimpinan

DPRD;

c.Pembinaanadministrasiumumpersidangan,perundang.
undangan dan keuangan;

d. Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;

e. Pemeliha raarL, Pembinaan keamanan' ketentraman dan

ketertiban pada Sekretariat DPRD; dan

f. Pengelolaan kekayaan Sekretariat dan DPRD Kabupaten

Katingan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

;;1 4, Sekretariat DPRD mempunyai Kewenangan :

a. Fasilitasi rapat_rapat DPRD dan penyelenggaraan

persidangan, iembuat risalah rapat DPRD;

b. Pembinaan administrasi ketatausahaan' kepegawaian

danpengetol"ankeuanganDPRDd.ansekretariatDPRD;

membina
Sekretariat

urusan rumah tangga DPRD dan

dan
c. PenYelenggaraan

Sekretariat DPRD;

d. Penyelenggaraan dokumentasi dan pelayanan informasi'

Bagian Kedua
SEKRETARIS DPRD

Pasal 6

Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan mempunyai tugas

membantuPimpinanOpnpdibidangtugasnya'memimpin'
merencan akart, mengkoordinasikan' membina'

mengendalikan dan mengaivasi semua kegiatan sekretariat

;;#;, mengadakan hubungan kerja dan kerjasama dengan

instansi-instansi untuk memperlancar tugas Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah'

Pasal 7

(1) Dalam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
'-' p"*"f 6, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan tata usaha, pelaksanaan
(intern) dan PerlengkaPl{ra aparatur'
bPnO dan Sekretariat DPRD;

urusan dalam
rumah tangga



b. Penyusunan program $"tj* dan pelaksanaan tata

usaha r."r""gL Spnp dan Sekretariat DPRD;

c. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan rapat-

rapat, p"ri"*L* -dt" ktrnjungan kerja DPRD'

pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan alat

kelengkapan UpnO y"it""komisi' kepanitiaan dan

fraksi serta penyelenggaraan dan keprotokolan ;

d. Penyelenggaraan fasititasi pengumqulan dan

penyiapan bahan perLlmusan kebijakan DPRD'

penyiapan rancangan rape.rda usul inisillir DPRD dan

produk h;k;; bpno- lainnva' menvll,elss^T5:
uru.san kehumasan serta pengaduan dan asplrasl

masYarakat; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang

diserahkan oleh DPRD'

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat pi, SA'etaris DPRD mempunyai uraian

tugas:
a. Menyusun Kebijaksanaan Sekretariat DPRD

berdasark"" k"gt*i* tahunan sebelumnya baik rutin

malrpun pembangunan serta sumber data yang ada'

sebagai bahan untuk pen)rusunan program kegiatan;

b. Mengorganisasikan para Kepala bagian Sekretariat

DPRD "g;;'jJi" 
L"t:"*''*" vang baik dan saling

menunj ang dalam pelaksanaan tugas-tugas;

c. Mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas kepada

KepalaeagianDPRDbaikSecaratertulismaupun
lisan, sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas

masing-masing;

d. Membina pelaksanaan kegiatan p3\a Kepala Bagian di

lingkungai Sekretariat npnn dalam melaksanakan

tugas, d; sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

Yang berlaku;

e. Memberikan petunjuk kepada 1ul^ Kepala Baqtan

dilingkunfrn b.f.."i"riat dpRn dalam melaksanakan

tugas, d; sesuai dengan petunjuk dan ketentuan

yang berlaku;

f. Memantau pelaksanaan kegiatan para Kepala Bagian

dilingkungan Sekretariat DPRD dan mengatur

e.r"luasi 
-frasilnya 

berdasarkan rencana kerja gunS

mengetahui permasalahannya agar terdapat hasil

kerja Yang oPtimal;

g. Mengarahkan dan mengenda,lil-<an seluruh kegiatan

sekretariat DpRD agar Jesuai dengan kebijaksanaan

dan Program Kerja yang telah ditetapkan;

h. Merumuskan bahan kajian {a1 informasi untuk

menunjang tugas dan fungsi DPRD;

i. Mengarahkan penyusunan risalah dan notulen

raPat-raPat DPRD;



j.

k.

1.

Mengkoordinasikan PenYiaPan dan

rapat-raPat DPRD;

Menetapkan hasil penilaian prestasi

;;gi"; dilingkungan sekretariat
prestasinYa.

Menandatangani Nota Dinas' Telaah Staf yang

ffi;;r."d"a" nupati melalui Sekretaris Daerah;

Menandatangani Naskah Surat Sekretariat DPRD;

Menandatangani Surat Cuti Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Sekretariat DPRD;

Menandatangani Surat Kenaikan Gaji Berkala

dilingkungan Sekretariat DPRD ;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan U:L^"1Y1I
;;fi lisan'dilingkunga:r sekretariat DPRD sesual

;;;;;" sumber data dan berdasarkan kegiatan yang

telah dilaksanakan 
-sebagai 

bahan masukan kepada

Pimpinan DPRD;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

DPRD.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

pelaksanaan

kerja KePal1
DPRD sesual

m.

n.

o.

p.

q.

Bagian Kesatu
BAGIAN UMUM

Pasal 8

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan administrasi dan meigurus rumah tangga di

ii"#""g"n Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan'

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

pasal 6, Kepala Bagian U*"* menyelenggarakan fungsi :

a. Pengumpulan bahanldata urusan umum' rumah

tangga, kepegawaian, perpustakaan dan dokumentasi'

b. Pengelolaan bahan/data urusan 1lm1lm' rumah

tangga, kepegawaian, perpustakaan dan dokumentasi'

c. Penyiapan bahan/data, urusan umum' r.umah tangga'

kepegawai"rr, p"'pustakaan dan dokumentasi'

d. Pengkoordinasian kegiatan dengan instansi terkait'

(2) Dalam melaksanakan fungsi seb8aimaii^1tf"ksud pada
' ' ayat (1), Kepala eagian Umum mempunyai uraian tugas :

a. Membantu Sekretaris DPRD di bidang tugasnya;

b. Meyusun rencana kegiatan tahunan Sekretaris DPRD

dan DPRD;



c. Melakukan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD;

d. Melakukan urusan kepegawaian Sekretariat DPRD;

e. Melakukan urusan keuangan Sekretariat DPRD dan

DPRD;

f. Memberikan saran/pertimbangan- kgna!1 S"Ii"-t1':
DPRD baik diminta mauptln tidak diminta mengenal

segala ".",r"['^y;"g 
;A irubungannya dengan bidang

tugasnYa;

g. Menilai Prestasi kerja bawahan;

h. Membagi tugas atau kegiltan kepada parl Kepala Sub

Bagian di iitgk*ttgan- eagian 
- 
Umum baik secara

tertulis maupull lisan sesriai dengan permasalahan

bidang tugasnYa masing-masing;

i. Memeriksa hasil kerja pata Kepa]1 pt.rl ?"gian untuk

perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;

i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan g"lk secara tertulis
J' 

;;;--tiil berdasarkaln kegiatan- vang telah

dilaksanakan untuk masukan kepada Sekretaris

DPRD; dan

k. Melaksanakan tugas
Sekretaris DPRD'

lain yang diberikan oleh

Pasal 1O

Kepala Bagian Urnum, membawahkan :

a. Sub Bagian Rumah Tangga

b. Sub Bagian KePegawaian

c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi

Pasal 11

(1) Kepala Sub bagian nYry"t Tangga mempunyai tugas

mengump*k;;:;;ngolah dan minyiapkan bahan / data

dalam urusan umum du'p"ttg"lolaan rumah tangga'

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), s"b;;;;; nt"i'tt Tangga mempunvai fungsi :

a. Penyiapan tempat dan fasilitas penyelenggaraan rapat

dan sidang DPRD;

b.Pelaksanaanrumahtangga'rumahdinasdangudung
DPRD;

c.Pengurusankendataattd'inasdanbarang-barangatau
inventaris lainnya serta menjaga keamanan pada

gedung dan kantor DPRD;

d. Pelaksanaar kebersihan ruangan'
halaman serta Perawatan taman

Sekretariat DPRD dan DPRD;

gedung dan
di lingkungan



e. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

danoot<umenPerubahanPelaksanaanAnggaran
(DPPA);

f. Pelaksanaan Standar Pelayanan Plrblik (SPP) dan

Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

g. Pelaksanaan Sistem Pengendalit1 . Intern (SPI);
o' 

Pengeval.r.*itt dan pelaporan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi; dan

h.PelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehPimpinan.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada uv"t tii, srr Bagian Rumah Tangga mempunyai

uraian tugas :

a. Melaksanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian

Rumah T;4" se"suai bidan[ tugas dan fungsinya;

b. Menghimpun, mengumpulkan' -mengolah 
dan

*"rrli.pk*r, tahan/data yang diperlukan dalam tata

,""h" d* P"ttgelolaan rumah tangga;

c. Melakukan pengadministrasian terhadap pengelolaan

barang, p"ig"i*ip"" Surat-surat Rumah Tangga

Dinas, naodf bi"**, Kendaraan Dinas dan

pemel'iharaan Operasional Kendaraan Dinas ;

d. Mengkoordinir kegiatan pemeliharaSn' kebersihan'

keamanan,ketentramand"tketertibanSekretariat
DPRD,numahJabatanDPRDdanSekretarisDPRD;

e. Melakukan pendataan' menginventarisasi'

pemeliharaan baiang-barang inventaris sekretariat

Dewan dan DPRD;

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan ,'g,'t dalam melaksanakan tugas

berpedoman/berpegang dengan ketentuan dan

p"r.t rrt r*y-ung f"Itutl sehingga tercapai hasil kerja

yang maksimal;

g. Mendistribusi tugas-tugas kepada bawahan sesuai

bidang tugas dan kemampuan bawahan;

h.Memeriksahasilkerjabawahanagarsesuaidantidak
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku;

i.Melakukanevaluasidanpenilaianterhadapprestasi
kerja bawahan berdasarkan kegiatan -Yang 

dilakukan

dan hasil yang dicapai sebagai bahan penetapan

Penilaian Prestasi kerja;

j. Membuat laporan atas pelaksanaanJ. 
dilakukan kepada atasan sebagai

dalam Pengambilan kePutusan; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain
atasan/ PimPinan.

tugas yang telah
bahan masukan

yang diberikan



Pasal L2

(1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian .mempunyai 
tugas

mengumprrm'i*il""go1ah i*" *"'yiapkan baharrtl data

urusan tata usaha dan pengelolaan kepegawaian'

(2) Dalam melaksanakan tugas' Kepala Sub Bagian

KePe gawalan memPunYai f-ungsi

a. Penyiapan- 
- 
tirt*i tefi3akan pengkoordinasian'

pembinaan dan pengendilian te[nis administrasi

bahan PenYelenggaraan
karir, kesejahteraan dan
pengelolaan administrasi

c. Pelaksanaan perl)rusunan bahan penyelenggaraan

pembinaan kelimbagaan dan ketatalaksanaan;

d. Pelaksanaan administrasi' dokumentasi peraturan

PerundangrU"J'og"", kearsipan dan pelaksanaan

pengelolaan PerlengkaPan Dinas;

e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya'

(3) Dalam melaksan*k*^, -llnSsi' 
Kepala Sub Bagian

Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan kegiatan dan progrlm k3rja Sub Bagian

Kepegaw"i* ***'"''i bidang tugas dan fungsinya;

b. Menghimpun, mengumpulkan' .1engolah dan
- 

menii*plrun t"ftanIdlta y*ttg diperlukan dalam tata

,r*"h* d"tt p"ttgelolaan kepegawaian;

c. Mengolah dan menyelenggarakan Administrasi

KePegawaian Sekretariat DPRD ;

kePegawaian;
b. Pelaksanaan Pen5rusun€ul

mutasi, Pengembangan
disiPlin Pegawai, dan
kepegawaian lainnYa

d. Mengkoordinir
kepegawaian;

kegiatan-kegiatan dibidang

e. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan agar dalam melaksanakan tugas

berpedomrt T6.tp*gang ggtgttt ketentuan dan

peratura" y;;-;"ir"rti' sehin[ga tercapai hasil kerja

yang maksimal;

f. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai

bidang tugas d'an kemampuan bawahan;

g. Memeriksa/mengoreksi hasil kerja bawahan agar

sesuaidantidakbertentangandenganketentuandan
peraturan Yang berlaku;

h.Meiakukanevaluasidanpenilaianterhadapprestasi-- 
t*:" Ua*afr*" berdasarkan kegiatan Iang dilakukan

dan hasil yang dicapai sebagai bahan penetapan

penilaian Prestasi kerja;

i. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas yang tglah

dilakukan kepada atasan sebagai bahan masukan

dalam Pengambilan kePutusan;



j. Mengadministrasikan data-data anggota DPRD; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

pimPinan.

Pasal 13

(1) Kepala Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi

mempunyai tugas mencarl,- menghimPy"' mengumputkan

dan menyiaffin bahan/data ii nidang Perpustakaan

dan Dokumentasi'

(2)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada
asrat (1), f;;; 

-_ 
su6 - BagiJn Perpustakaan dan

not **.rtasi memPunYai fungsi :

a. Penlrusunan Program kerja di
PerPustakaan;

b. Pengumpulan, pengolah?l' . p"tt'l::*'' dan

pengkoorai"""i"" t"ftl kebij akan- pemerintah daerah

di bidang p",pt'*takaan ai Ungktlngan sekretariat

DPRD;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

staf di Sub Bagian ferpustakaan dan Dokumentasi;

d.Pelaksanaankoordinasidanfasiiitasidenganunit
kerja t"rf.Ji t"tft"a"p pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di bil"'; r"tpt'*i*ttaan di lingkungan DPRD;

e. Pelaksanaan kegi atan urusan pemerintahan provinsi

dan pengXoo,alt'""sian kebijakan pemerintah daerah di

bidang p"tp"*i"ft"an di lingkungan sekretariat DPRD

se suai p"tuir.,t* Perundang--Undangan yan g berlaku ;

f. Pembinaan dan pengal'lrasan di bidang Perpustakaan

DPRD sesuai peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku; dan

g. Pelaksanaan monitoring, eva1939i dan laporan

pelaksan""" tt S; dan frlngsi di bidang perpustakaan

DPRD.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (;);--*;pal" Sui nagian Perpustakaan dan

botumentasi mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan dan program keda Sub

Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi;

b. Mencari, menghimPUo' mengumprrlkan dan

menyiapk* 
- 
ttfr^t' ldata yang diperlukan dalam

bidang Perpustakaan dan Dokumentasi;

c. Mengolah dan menyelenggarakan administrasi di

bidang Perpustakaan dan Dokumentasi;

d. Mengolah dan mendokumentasikan hasil-hasil

kegiatan bpnn sesuai jadwal yang ditetapkan;

Sub Bagian



e. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan agal^ melaksanakan tugas

U"rp"ao*an/berfegang 49tg"t ketentuan dan

peraturan yang u"r"tat i, sehingga tercapai hasil kerja

yang maksimal;

Mendistribusikan tugas-tugas kepada - bawahan

sesuai bidang tugas dan kemampuan bawahan;

Memeriksa/mengoreksi hasil kerja lawahan agat

*""r"i dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan

peraturan Yang berlaku;

Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap prestasi

L"4" bawahan berdasarkan kegiatan -Yang 
dilakukan

dan hasil yang dicapai sebagai bahan penetapan

penilaian Prestasi kerja;

Membuat laPoran atas Pelaksanaan
dilakukan kePada atasan sebagai

dalam pengambilan kePutusan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain
pimpinan.

ob'

h.

J.

tugas yang telah
bahan masukan

yang diberikan

Paragral2
BAGIANPERSIDANGANDANPERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 14

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai

tug-as membantr-isekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan

a"?. aat" untuk men)rusun perencanaan' program kegiatan

Ji Uia"rrg hukum dan persidangan se3311 dengan kegiatan

kerja yarig dilaksanakan oleh Anggota DPRD'

Pasal 15

(1)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada' 'pasal 11, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan dalam rangka pen1rusunan

rancangan Peraturan Daetah dan Produk-produk

Hukum DPRD;

b. Pengumpulan bahan untuk Penerbitan majalah'

brosur atam buku tentang kegiatan DPRD;

c. Pengumpulan Produk-produk Hukum DPRD; dan

d, Penyimpanan dan pemeliharaan Produk-produk

Hukurn DPRD dan Pemerintah Daerah'



(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana
*-'pu.d^ 

ayat (1), Bagian Persidangan dan

Undangan memPunyai uraian tugas:

a. Mengumpul, menghimpun' mengolah -dan
i"t"7u"ri"" di bidang Persidangan dan

Undangan kegiatan DPRD'

b. Mengkoordinasi kegiatan d'engan instansi terkait dan

*"*b*"t telaahan staf'

c. Mengkoordinir kegiatan sub bagian-sub bagian yang

berada di ;dt"? Persidangan dan Perundang-

Undangan.

d. Menyiapkan rancangan kegiatan DPRD dan

pertemuan dengan masYarakat;

e. Menyiapkan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD

pada wiktu raPatl sidang;

f. Melaksanakan catatanf risalah rapat-rapat yang

diadakan oleh DPRD;

g. Menyiapkan Rancangan Keputusan DPRD dan
a 

produhperaturan Perundang-undangan;

h. Menyiapkan bahan pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah;

i. Mengumpul dan mengolah data pengkajian peraturan

Perundang-undangan;

j. Memberikan saran/pertimbangan kepada *"ktT31:J' 
DpRD baik diminta maupun tidak diminta mengenal

segala *""rti, yang "a* hubungannya dengan

bidang tugasnYa;

k. Menilai Prestasi kerja bawahan;

1. Membagi tugas atau kegiatan kepada para Kepala

Sub Bagian ?i [ngkungan Bagian Persidangan dan

Perundang-Undangan baik secara tertulis maupun

lisan sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya

masing-masing;

m. Memeriksa hasil kerja para Kepala Qub Bagian untuk
perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;

n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan - baik secara

tertulis **.rpl, fisan berdasarkan kegiatan yarrg

telah dilaksanakan untuk masukan kepada

Sekretaris DPRD;

o. Mengatur dan menerima tamu/delegasi masyarakat

serta *"rr.*p.r,,g dan menyalurkan usul/aspirasi
kePada DPRD;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris DPRD'

dimaksud
Perundang-

meyiaPkan
Perundang-



(1)

(2)

Pasal 16

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan'

membawahkan :

a. Kepa1a Sub Bagian Persidangan dan Risalah;

b. Kepala Sub ealian Perundang-Undangan; dan

c. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol'

Pasal 17

KepalaSubBagtanPersidallgandanRisalahmempunyai
tugas mencarl, menghimPlnl mengumgrrlkSn"' mengolah

dan menyiapkan Ulf'aniaata yang d"iperlukan dalam

bidang Persidangan'

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat trt, r<epJa $b Bagian Persidangan dan

itisalah memPunYai fungsi :

a. Fasilitasi raPat DPRD;

b. Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD;

c. Pengarsipan risalah rapat DPRD;dan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

p"a" "V"t 1f 1,* f<epala SuI Bagian Persidangan dan

iti"du.ft mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan kegiatan dan program- .Y"tj" Sub

e.gi* Persidangat' attt Risalah sesuai bidang tugas

dan fungsinYa.

b. Mencari, menghimPUfl, mengumpulkan' . 
mengolah

dan menyidd; bahan/data yang diperlukan dalam

bidang Pirsidangan dan risalah'

c. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan - {ang berkaitan

ALt g"", bidang persidangan dan risalah'

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan ugi, a*** melaksanakan tugas

berpedoman/berpegang .pada ketel!1an dan

peraturan yitg f"tiattir setringga tercapai hasil kerja

yang maksimal'

e. Mendistribusikan tugas-tugas kepada . bawahan

sesuai bidang tugas dan kemampuan bawahan'

f. Memeriksa/mengoreksi hasil kerja bawahan agar

sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan

peraturan Yang berlaku'

g. Menilai Prestasi keda bawahan'

h. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas yang telah

dilakukan kepada atasan sebagai bahan masukan

dalam Pengambilan kePutusan'

i. Melakukan tugas-tugas lain
atasan/PimPinan.

(3)

yang diberikan



Pasal LB

(1) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai

tugas mengumpulkan, *""gu"u'lisis dan mengolah data-

data a*, r,"*ii-;"*'*l np{n sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan Ari,-*"*"atu bentuk Risalah Kegiatan DPRD'

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
r-' 

;;J" avat (r), r"p"r" Subbagian Perundang-Undangan

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan fasilitasi pen5rusunan peraturan

P.*t d*g-undangan Daerah;

b. Penyiapan fasilitasi pembentuk"l. peraturan

perundan-g,"a"'g*' Daerah yang diajukan oleh

eksekutif;

C.PelaksanaanDokumenPelaksanaanAnggaran(DPA)
dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA);

d. Pelaksanaan Standar Pelayanan ryUik (SPP) dan

Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

e. pelaksanaan Sistem Pengendalian. Intern (SPI);

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Pokok dan fungsi; dan

f.PelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehPimpinan
sesuai tugas PokoknYa'

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebe-gaimana dimaksud

pada 
^yut Pl, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

mempunyai uraian tugas :

a. Menghimpun data-data dan hasil-hasil kegiatan

DPRDse*uaidenganjadwalyangtelahditetapkan;

b.Melakukanpengkajiandananalisisterhadapdata-
data Yang telah dihimPun;

c.Menginventarisasipermasalahan-permasalahanyang
berhubungan denfan bidang Perundang-Undangan

serta *Jrryi"pttti bahan petunjuk pemecahan

masalah;

d. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dan akan

dilaksanakan DPRD;

e. Mengkoordinir kegiatan di bidang Perundang-

Undangan;

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan agar melaksanakan tugas

berpedoman/berpegang dengan ketentuan dan

p"r*arrrt.ri"s u"ii"rt" sehin[ga tercapai hasil kerja

Yang maksimal;

g. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan

sesllal bidang tugas dan kemampuan bawahan;



h. Memeriksaf mengoreksi hasil kerja bawahan a:gar

*""rr"i dan tidalibertentangan dengan ketentuan dan

peraturan Yang berlaku;

Melakukan evaluasi d.an penilaian terhadap prestasi

i;"d" ;;*ahan berdasarkan kegiatan yang dilakukan

dan hasil yang dicapai sebagai bahan penetapan

penilaian Prestasi kerja;

j. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas yang telah

dilakukan kepada ataian sebagai bahan masukan

dalam Pengambilan kePutusan; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
pimpinan.

Pasal 19

Kepala Sub bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

mempunyai tugas mengkoordinasikan penJrusunan

p.ogra* dan p""t t3rt teknis pembinaan di Bidang

Keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimarla--dimaksud
pad; ayat (1), Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

dan Protokol memPunYai fungsi :

a. Penyiapan dan pengaturan pelaksanaan- cara yang

dilai<sanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD;

b. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu

Opnnl yang 
- berhak menerima pelayanan

keprotokolan;
dan pengaturan keProtokolan bagi

dan *nggota DPRD daiam mengikuti

(1)

{21

c. PenyiaPan
pimpinan
kegiatan upacara;

d.PelaksanaanDokumenPelaksanaanAnggarall(DPA)
dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA);

e. Pelaksanaan standar Pelayanan Publik (sPP) dan

Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

f. Pelaksanaan sistem Pengendalian Intern (sPI); dan

g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud\-' 
paaa ayat (1), Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat

dan Protokol memPunYai fungsi :

a. Merencanakan kegiatan d'an program keda Sub

BagianHubunganMasyarakatdanProtokolsesuai
bidang tugas dan fungsinYa;

b. Mencari, menghimPUfl, mengumpulkan' mengolah

dan menyiapka:n bahan/data yang diperlukan dalam

bidang HlUungan Masyarakat dan Protokol;



c. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan t "prolotoi"tt 
npnokabupaten Katingan'

d. Menghimpun bahan/data yala diperlukan untuk

men5rusun acara Tata Tertib DPRD;

e. Menghubungi pihak. Media Massa dan

mempersi.i?t' tltran-uahan berita kegiatan DPRD

yang Perlu diPublikasikan;

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada

bawahan agar melaksanakan tugas

berpedomanf berpegalg dengan , -!:T:t'"" 
dan

paraturan ,."U t"if*t" sehin[ga tercapai hasil kerja

yang maksimal;

g. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan

sesuai Uiaang iugas dan kemampuan bawahan;

h. Memeriksa/mengoreksi hasil kerja bawahan agar

sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan

peraturan Yang berlaku;

i.Melakukanevaluasidanpenilaianterhadapprestasi
kerja bawahan berdasarkan kegiatan yang

dilaksanat".,a*"hasiiyangdicapaisebagaibahan
penetapan penilaian prestasi kerja;

j. Membuat laporan atas pelaksanaan luqas yar.g telah

dilakukan kepada ataian sebagai bahan masukan

dalam Pengambilan kePutusan; dan

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

pimPinan.

Paragraf 3

BAGIAN KEUANGAN

Pasal 20

Bagian Keuangan mempunyai tugas me.mb.antu Sekretaris

DPRDdalamtu"Sl"pemelihar"*'',*"ttyiapkanbahan/data
;;; *"*g"rrrlis-a untuk menyusun perencanaan, program,

pedoman, p"t rr3*t dL kebijakan bidang keuangan dan

menyiapkan perqrusunan program di bidang pelaporan

keuangan dan Pembukuan'

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

pasal 17, Xepala Bagian k"u""g"tt mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan

anggaran;

c. Pelaksanaan Verilikasi dan pembukuan keuangan;

dan

d. PenYusunan laPoran keuangan'



(2) Uraian tugas sebagaimana d'imaksud ayat (1) adalah :

a. Menghimpun dan mengumpulkan bahan untuk

pen1rusunan Anggaran;

b. Melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat penyrsunan

Anggaran DPRD;

c. Mencatat kegiatan-kegiatan hasil rapat Panitia

Anggaran DPRb dan Sekretariat DPRD;

d. Mengurus Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dalam

Rencana APBD dan Daftar Isian Kegiatan;

e. Menyusun Rencana Perubahan Anggaran DPRD;

f. Mengatur pembiayaan Belanja DPRD dan Sekretariat

DPRD;

g. Mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan untuk

Pembukuan administrasi keuangan;

h. Menyiapakan Laporan Keuangan; dan

i. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang

diberikan PimPinan;

PasoJ 22

Kepala Bagian Keuangan membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

c. Sub Bagian PelaPoran Keuangan

Pasal 23

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran mem"punyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan progiarn- dan petunjuk teknis pembinaan

dibidang anggaran.

(2)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada' 'ayat (1), feptl" Sub Bagian Perencanaan dan

Pen5rusunan Anggaran mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan dan fungsi program kerja

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

dan *"r,[koordinasikan kegiatan-kegiatan yang

berhubungan dengan Bidang Anggaran;

b. Penyiapan dan men5rusun RKA perubahan;

c. Penyiapan d.an menyusun RKA murni; dan

d. PenyiaPan dan men1rusun Renja'



(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksudt-'pada 
ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Pen5rusunan Anggaran mempunyai uraian tugas :

a. Merencanakan dan men]rususn program keda dan

kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

b. Mencari, menghimPUo, mengumPllkan' mengolah

dan menyi"ptJ" bahanldata yang diperlukan dalam

bidang Perencanaan dan Pen5rusunan Anggaran;

c. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Iang berhubungan

dengZ"n bidang anggaran DPRD Kabupaten Katingan;

d.

e.

f.

c,b'

h.

Menyiapkan dan membuat RKA SKPD;

Menyiapkan dan membuat DPA SKPD;

Mengajukan SPD ke DPKKD;

Membuat kegiatan SPD;

Memberikan petunjuk dan bimibingan kepada

bawahan agat melaksanakan tugas

t"tp"ao*an/beriegang 99'g tt ketentuan dan

peraturan yang ber-lakl sehingga tercapai hasil kerja

yang maksimal;

i. Mendistribusikan tugas-tugas kepada - bawahan

sesuai bidang tugas dan kemampuan bawahan;

j. Memeriksa/mengoreksi hasil kerja bawahan agar

sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan

peraturan Yang berlaku;

k. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap prestasi

r."':"bawahanberdasarkankegiatanyangdilakukan
dan hasil yang dicapai sebagai bahan penetapan

penilaian Prestasi kerja;

1. Membuat laporan atas pelaksanaan
dilakukan kePada atasan sebagai

dalam Pengambilan kePutusan; dan

m. Melaksanakan tugas-tugas lain
pimpinan.

tugas yang telah
bahan masukan

yang diberikan

Pasal 24

(1) Kepala Syb Bagian Verifikasi dan Pembukuan

mempunyar tugas melakukan verifikasi'

menyelen ggatakan fembukuan secara sistematis dan

kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan dan

melakukan p"rru.it *ahaan keuangan Sekretariat dan

anggota DPRD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana- dimaksud pada
' ' .yat (i), Kepala Sub eagian Veri{ikasi dan Pembukuan

mempunyai fungsi :

a. eenyiapan bahan perumusan kebijakan

penyelen ggaraan verifi kasi belanj a aparatur' verifikasi

belanja publik dan belanja publik non fisik;



b. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

penyelenggaraan verifikasi belanj a aparatur' Verifikasi

belanja prfru fisik dan verifikasi belanja public non

fisik;
c. Penyelenggaraan verifikasi belanja aparatur' verifikasi

belanja p,rUtitt fisik dan belanja publik non fisik;

d. Penyiapan bahan koordinasi bagian/sub bagian

terkaitdenganpenyelenggaraanverifikasibelanja
aparatur, verifikasi belanja public dan verifikasi

belanja Public non fisik;

e. Penelitian d'an pengevaluasian dokumen yang

berkaitandenganbelanjaaparaturbelanjapublik
fisik dan non fisik;

f.Penagihandanperingatanatautegurantertulisagar
segera membuat laporan pertanggungiawaban baik

belanja aparatur, belanja publik fisik dan non lisik;

g. Penelitian dan pengevaluasian dokumen yang

berkaitandenganpembayaran'sPJrealisasibelanja;
h. Pencatatan hasil pengesahan baik dokumen

SPJ/bukti-bukti yang terkait dengan pengeluaran dan

PenYetoran kembali'

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (it, X"p"f" S"U Bagian Verifikasi dan

i'embukuan memPunYai uraian tugas :

a. Mencari, mengumpulkan' menghimpun dan

mengelola data 
"serta informasi yang berhubungan

deng;n bidang verifikasi dan pembukuan;

b. Menyiapkan bahan pen)rusunan kebijaksanaan'

pedomarJ., p"t"njuk ieknis di bidang verifikasi dan

Pembukuan;
c.MelakukantatapembukuanSecarasistematisdan

kronologiu *".,g""ai Anggaran Belanja Langsung dan

Tidak Langsung SKPD;

d. MenyiaPkan bahan dalam
.ttgg"t*tt dan realisasi Belanja

rangka Perhitungan
Langsung dan Belanja

Tidak Langsung;

Meneliti kelengkapan dan kebenaran SKPD-LS yang

il"ilt"" oleh f,endaharawan pengeluaran/ PPTK;

Meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP/ GU /TU / LS ;

Menyiapkan SPM-UP/ GU /TU / LS ;

Menerbitkan surat penolakan sPM bila sPP yang

ai":rf."" oleh bend*ti*t**"t' SKPD tidak lengkap;

Meregister Penolakan SPM;

Memverifikasi SPJ;

Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan bahan

pelaporan;

e.

f.

ob'

h.

1.

j.

k.



1. Memberikan petunjuk dan bimibingan kepada

bawahan agr melaksanakan tugas

["tp"ao*an/berfegang fgnSan ketentuan dan

peraturan yang U"ti"f.L sehingga tercapai hasil kerja

yang maksimal;

Mendistribusikan tugas-tugas kepada - bawahan

sesuai bidang tugas dan kemampuan bawahan;

Memeriksaf mengoreksi hasil kerja lawahan agar

sesuaidantidakbertentangandenganketentuandan
peraturan Yang berlaku;

Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap prestasi

ilrt baurahan berd.asark 
-n 

kegiatal yang dilakukan

da; hasil yang dicapai sebagai bahan penetapan

penilaian Prestasi kerja;

m. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas yang telah

dilakukan kepada atasan sebagai bahan masukan

dalam Pengambilan kePutusan; dan

m.

n.

1.

n. Melakukan tugas-tugas lain
atasan/ PimPinan.

yang diberikan

Pasal 25

(1) Kepala Sub Bagian - 
Pelaporan Keuangan mempunyai

tugas mencari, rienghimPUfl, mengLrmqylkS"' mengolah

dan *.ryiu'fUt Ulfrar{aata yang diperlukan dalam

bidang PelaPoran keuangan'

(2)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada' ' 
^yut 

(1), Kepala Sub Bagran Pelaporan Keuangan

mempunyai fungsi
a. Penyampaiari laporan keuangan berdasarkan program

dan kegiatan;

b. Penyajian data keuangan dalam bentuk laporan;

;. reny4ian data laporin keuangan LRA' Neraca dan

CALK;
d. Pelaksanaan tugas fungsional manajemen; dan

e. Pelaksanaan evaluasi penilaian atas kinerja bawahan'

{3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
'-' ;;A; ayat J1), Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan

mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian

Pelaporan Keuangan sesuai bidang tugas dan

fungsinYa;

b. Menghimpun, mengumpulkan, -.mengolah - 9"'- 
*"r,!irpd; ' bahan/iata yang diperlukan dalam

p"*tr*t rr/penSrusunan laporan keuangan dan

laporan lainnYa;

c.Men5rusundanmembuatlaporankeuanganSKPD'
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan

Atis LaPoran Keuangan (CALK);

d. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan bidang Pe1aPoran keuangan;



Memberikan petunjuk d'an bimbingan kepada

bawahannya melaksanakan tugas

U"tp"ao* inlberpegang -dengan ketentuan dan

peraturan yang fi"tt"t " sehingga mencapai hasil kerja
yang maksimal;

Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai

bidang tugas dan kemampuan bawahan;

Memeriksa/mengoreksi hasil
sesuai dan tidak bertentangan
peraturan Yang berlaku;

kerja bawahan agar
dengan ketentuan dan

h. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap prestasi

kerja bawahan berdasarkan kegiatan ImS dilakukan
dan hasil yang dicapai sebagai bahan penetapan

prestasi kerja;

i. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas yang telah

dilakukan kepada atasan sebagai bahan masukan

dalam Pengambilan kePutusan; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
pimPinan.

Paragraf 4

STAF AHLI

Pasal 26

(1) Tugas Staf Ahli adalah mengkaji semua aturan-aturan
' 'seJuai d.engan bidang tugasnya serta membantu secara

konseptual dan mimbErikan advis/saran pendapat

kepadl Ketua, para Wakil 
- 
Ketua dan Anggota DPRD

Kabupaten xatingan sesuai dengan bidang keahliannya'

(2)StafAhlisebagaimanadimaksudpadapasal25terdiri.,d",isejumlah"tenagaahlisesuaidenganbidang

keahliannYa.

(3) Staf Ahli sebagaimana ayat (1) diangkat. d*1 dipilih oleh

Ketua DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD'

Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi'

(4) Jumlah staf Ahli ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

kemampuan keuangan daerah'

(5)StafAhliadalahseseorangyangdiangkatsesuaidengan
kompetensi dan keahlian yang dimiliki'

(6) Hubungan Staf Ahli dengan Sekretaris Dewan bersifat

koordinatif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal27

Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada

Sekretariat DPRD Kabupatenkatingan dalam melaksanakan

;G;";y" selalu *.n.rlpkan priliip toordi"":'l-it"^*:1T'
sirit ronisasi dan mengkoordinasikan bawahannya masmg-

masing serta memberiican bimbingan dan petunjuk untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas'

e.

f.



Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ry"E" Peraturan Bupati Kaiingan

Nomor 33 Tahun 2OAg tentang T\-rgas Pokok dan Fungsi sekretariat Dewan

perwakilan Raiqyat Daerah xiUupiten Katingan (Berita ?1"-t* Kabupaten

katingan faftun ZOOS Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 29

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Agar setiap orang dapat *"ng"t"huinya, memerintahkan Pengundangan
peraturan Bupati ini dengari penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

ilt'j1xlil i:ff:v::;z,s

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, lL5-4- 9o16

SEKRET AERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMON 2 }1


